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Abstrak: perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk melangsungkan keturunan dan merupakan sesuatu anjuran ketika sudah mampu. Sama halnya dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 10 mengatur tentang hak membina rumah tangga dan melangsungkan keturunan. Namun dalam masyarakat Indonesia masih diikat dengan aturan adat yang masih berkembang dan masih hisup sampai saat ini. Sehingga dalam aturan adat tidak membolehkan perkawinan dalam bulan Ramadhan dan Syawal dikarenakan para tokoh adat megantisipasi terjadinya perkelahian pada bulan tersebut. Karena dalam masyarakat adat pernikahan dilakukan dengan sistem mencuri dari pihak laki-laki. Dalam Hak Asasi Manusia juga mengatur batasan, jika adat tersebut untuk menjaga ketertiban umum maka adat tersebut tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam masyarakat adat tidak hanya mengatur tentang manusia sebagai makhluk individu namun juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. HAM tidaklah bersifat absolut artinya bahwa kebebasan dan HAM yang satu akan dibatasi oleh kebebasan dan HAM yang lain. sehingga kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan kelompok sosial yang lain.
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Abstract: marriage is a necessity for the community to carry out offspring and is a suggestion when it is able. The same is true in Law No. 39 of 1999 Article 10 regulates the right to foster households and carry out offspring. But in Indonesian society it is still bound by customary rules that are still developing and are still inactive today. So that the customary rules do not allow marriage in the month of Ramadan and Shawwal because the traditional leaders anticipate a fight in that month. Because in indigenous peoples marriages are carried out with a stealing system from the men. In Human Rights also set limits, if the custom is to maintain public order then the custom is not in conflict with Human Rights. In indigenous societies not only regulate human beings as individual creatures but also social beings who need each other. Human rights are not absolute means that freedom and human rights will be limited by the freedom and human rights of the other. so individual freedom is limited by the freedom of other social groups.
Keyword: Marriage, Ramadhan, Syawal, Human Right







A. PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh di ganggu gugat oleh siapapun, bahkan penjaminnya harus dilindungi oleh negara sekalipun. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya.[footnoteRef:1]  [1:  Nurhidayatuloh, Leni Marlina, Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM, Al-Mawarid, Vol. XI, No.2, September- Januari, hal. 211.] 

[bookmark: _GoBack]Disisi lain, secara filsafati juga merupakan pemberian Tuhan kepada setiap makhluknya yang tidak dapat ditinggalkan dengan alasan apapun. Hak asasi manusia ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk membina rumah tangga satu sama lain, dll.
Berlandaskan pada ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, pada tanggal 23 September 1999 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang lazimnya disebut UU HAM.[footnoteRef:2] Dalam UU ini, selain diatur mengenai “hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia ditegaskan pula beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban Dasar manusia”.[footnoteRef:3] Hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang ditetapkan dalam UU HAM ini antara lain meliputi:  [2:  Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2018), hal. 16]  [3:  Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886] 

1. Hak untuk hidup[footnoteRef:4] [4:  Ibid., Pasal 9, ayat (1), (2), dan (3)] 

2.  Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan[footnoteRef:5] [5:  Ibid., Pasal 10 ayat (1), dan (2)] 

3.  Hak mengembangkan diri[footnoteRef:6] [6:  Ibid., pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16] 

4. Hak memperoleh keadilan[footnoteRef:7] [7:  Ibid., pasal 17, pasal 18 ayat (1), ayat (2), (3), (4), dan pasal 19.] 

5. Hak atas kebebasan pribadi [footnoteRef:8] [8:  Ibid., pasal 20, ayat (1), dan  (2), pasal 21, pasal 22 ayat (1) dan (2), pasal 23 ayat (1) dan (2), pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 25, pasal 26 ayat (1) dan (2),dan pasal 27 ayat (1) dan (2).] 

6. Hak katas rasa aman[footnoteRef:9] [9:  Ibid., pasal 28 ayat (1) dan (2), pasal 29 ayat (1) dan (2), pasal 30, pasal 31 ayat (1) dan (2), pasal 32, pasal 33 ayat (1) dan (2), pasal 34 dan pasal 35] 

7. Hak atas kesejahteraan[footnoteRef:10] [10:  Ibid., pasal 36 ayat (1),(2), dan (3), pasal 37 ayat (1), dan (2), pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal 39, pasal 40, pasal 41 ayat (1) dan (2), dan pasal 42] 

8. Hak turut serta dalam pemerintahan[footnoteRef:11] [11:  Ibid., pasal 43 ayat (1), (2) dan (3), dan pasal 44] 

9.  Hak Wanita[footnoteRef:12]  [12:  Ibid., 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49 ayat (1), (2), dan (3), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1), (2) dan (3)] 

10. dan Hak anak.[footnoteRef:13] [13:  Ibid.,pasal 52 ayat (1),dan (2), pasal 53 ayat (1), dan (2), pasal 54, pasal 55, pasal 56 ayat (1), dan (2), pasal 57 ayat (1), (2) dan (3), pasal 58 ayat (1) dan (2), pasal 59 ayat (1) dan (2), pasal 60 ayat (1) dan (2), pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, dan pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7).] 

Kenyataan keseharian manusia dapat dilihat bahwa orang yang berlainan kelamin antara laki-laki dan perempuan dapat menjalankan kehidupan berumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan. Dimulainya kehidupan perkawinan mulanya mulai dengan landasan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku,baik hukum agama, hukum adat maupun hukum nasional. [footnoteRef:14] [14:  Atun Wardatun, et.al., Jejak Jender Pada Budaya Mbojo, Samawa dan Sasak di Nusa Tenggara Barat, (Mataram: Pusat Studi Wanita, 2009), hal. 71-72.] 

Perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga  Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945[footnoteRef:15] yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. [15:  Pasal 28 B ayat (1) Undand-Undang Dasar 1945 berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah] 

Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974.[footnoteRef:16] Pasal 6 Yang menyebutkan sahnya perkawinan harus memenuhi syarat diantaranya: a). Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. b). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. c). Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. d). dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. e). Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.[footnoteRef:17] [16:  Republic Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974, Nomor 1. TLN Nomor 3019]  [17:  Ibid., Pasal 6, ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)] 

Selain itu juga UU tersebut   tentang larangan perkawinan dalam pasal 8[footnoteRef:18] menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang: a). berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b). berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu: antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya; c). berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu ibu/bapak tiri; d). berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin[footnoteRef:19]. [18:  Ibid., Pasal 8, ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)]  [19:  Republic Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974, Nomor 1. TLN Nomor 3019, Pasa l 8, ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)] 

Pada ranah internasional juga mengatur tentang membina rumah tangga dan dalam UU No 39 tahun1999 tentang HAM serta UU Nomor 1 tahun 1974. Namun mengenai larangan perkawinan didasarkan pada suatu budaya di masing-masing tempat. Berdasarkan UU diatas sudah menggambarkan situasi, kondisi dan nilai di masyarakat baik dilihat dari segi budaya, agama, kultur di Indonesia.
Berangkat dari ketentuan hak asasi manusia diatas secara jelas menyebutkan tentang hak membina rumah tangga dalam sebuah perkawinan, namun setelah melihat fonemena di lapangan bahwa ada masyarakat adat yang membuat awiq-awiq tentang ketidakblehan menikah pada bulan Ramadhan dan enam hari pada bulan syawal. Apabila melanggar aturan tersebut maka pernikahan itu dikatakan tidak sah selama belum membayar denda sesuai ketentuan adat tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar belakang diatas mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan mengenai ketidakblehan masyarakat melakukan perkawinan pada bulan Ramadhan dan syawal maka permasalahannya bagaimana Hak Asasi Manusia memandang kejadian yang terjadi dalam masyarakata adat tersebut.
C. Pembahasan
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan menurut adat sasak,[footnoteRef:20] perkawinan sering disebut  dengan merari’. Secara etimologi kata merari’ diambil dari kata lari. Merari’an berarti melai’an. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Secara terminology merari’ berasal dari Bahasa sasak merari’ yang artinya berlari mengandung dua arti: pertama lari. Kedua adalah keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak.[footnoteRef:21] Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya. [20:  H. M.Fachrir Rahman, Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat (Mataram: Alam Tara Institute, 2014), hal. 206]  [21:  Perkawinan sering disebut  dengan merari’. Secara etimologi kata merari’ diambil dari kata lari. Merari’an berarti melai’an. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Secara terminology merari’ berasal dari Bahasa sasak merari’ yang artinya berlari mengandung dua arti: pertama lari. Kedua adalah keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak] 

Sedangkan perkawinan yang termuat dalam pasal 1, UU No.1  Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[footnoteRef:22] [22:  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pusataka Setia, 2009), hal. 15.] 

Pengertian perkawinan menurut HAM yaitu merupakan pristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup Bersama kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.[footnoteRef:23] Mengingat pentingnya peran hidup Bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara, disini negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. [23:  Soedhar Soimin, Hukum Orang dan Keluarga edisi revisi,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 3.] 

2. Pengertian Adat Unsur-unsur Hukum Adat
         Adat adalah suatu yang diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.[footnoteRef:24] [24:  Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 167.] 

Berdasarkan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.
Adapun unsur-unsur hukum adat diantaranya: 
a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus
b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur
c. Adanya nilai sacral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
d. Adanya keputusan kepala adat
e. Adanya akibat hukum/sanksi
f. Tidak tertulis
g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.[footnoteRef:25] [25:  A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 8.] 

3. HAM di Indonesia
Perkembangan HAM di Indonesia secara yuridis turut dicampuri oleh dunia Hukum Internasional. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis, bahwa kemerdekaan Indonesia yang bermula dari penjajahan berabad-abad menghasilkan sikap nasionalis untuk mempertahankan ha katas rakyatnya. Disamping itu pengaruh doktrin bara tatas HAM turut mengambil peran, hingga menghasilkan dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 yang dalam pembukaannya mengakui eksistensi HAM secara eksplisit.[footnoteRef:26] [26:  Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, (Surakarta: Pustaka Mandiri), hal. 4.] 

Indonesia kemudian meratifikasi piagam PBB sebagai sebuah undang-undang yang sah berlaku di Indonesia. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999. Ratifikasi ini dilakukan utamanya bukan karena Indonesia merupakan anggota PBB kala itu, melainkan terungkapnya beberapa kasus pelanggaran HAM barat saat pemerintahan Seharto.[footnoteRef:27] [27:  Deni K. Yusup, Kodifikasi UU No. 39 Tahun 1999, dimuat dalam http://dkyusupblogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.html, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.] 

Secara umum HAM diI Indonesia meliputi hak untuk hidup , hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan , hak atas kebebasan pribadi (memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing. Tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia), hak atas rasa aman, hak katas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan dak anak.[footnoteRef:28] [28:  Dalam UDHR Pasal 6 dinyatakan: men and women of full age without any limitation due to rice, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. The are entitled to equa right to marriage, during marriage and at its dissolution. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah dan membangun keluarganya tanpa halangan adanya perbedaan ras, kebangsaan atau kewarganegaraan dan perbedaan agama. Pasal 7 GHR bahwa perbedaan agama, bangsa dan atau asal sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan] 

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia terdapat penjelasan tentang kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 ayat ayat (1)[footnoteRef:29]. Dalam pasal 2 UU perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.  [29:  Pasal 10 ayat UU Nomor 39 Tahun 1999 Berbunyi setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU.] 

Sedangkan jika dilihat dari HAM dalam Islam teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan . Pandangan Islam bahwa Tuhan sangan dipentigkan A.K Brohi menyatakan pendekatan Islam berbeda dengan pendekatan Barat. Dimana strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganutnya.[footnoteRef:30] [30:  Menurut  A.K Brohi menyatakan pendekatan Islam berbeda dengan pendekatan Barat. Dimana strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganutnya] 

Hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, terletak pada universalitas ajaran Islam. Universalitas hak asasi manusia telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berasal dari teks-teks suci maupun kontruksi pemikiran ulama.[footnoteRef:31] [31:  Candra Perbawati, Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Adalah Vol.12, Nomor.2, 2015, hal 850] 

Adapun Telah menjadi consensus bahwa tatanan global harus ditegakkan di atas kepentingan perdamaian dunia. Pasca perang dunia II, Masyarakat Internasional jatuh pada kesimpulan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengusung dunia yang lebih beradab. Manfred Nowak menegaskan, sekalipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diakui sebagai hukum Internasional yang tidak mengikat, namun DUHAM merupakan penafsiran otoritatif tentang istilah HAM dan piagam PBB.[footnoteRef:32]  [32:  Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 80.] 

Sesuai dengan pembabakan diatas, pemaparan berikut akan dimulai dengan pembahasan priode pertama. Pada menyusun konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perdebatan mengenai apakah hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Soekarno dan Supomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi.[footnoteRef:33] Sebaliknya, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin tegas berpendapat perlunya mencantumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam Undang-Undang Dasar. [33:  Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hal.238] 

4. Kebebasan Pribadi 
Tidak diragukan lagi bahwa kebebasan pribadi merupakan pokok dari kebebasan-kebebasan asasi, karena kebebasan pribadi berhubungan dengan diri manusia dan kemuliaanya. Maka kebebasan pribadi dan hal-hal yang berhubungan dengannya merupakan asas kehidupan manusia dan sumber nilainya sebagai manusia atau sebagai individu dan merupakan sebab kemajuannya menuju cita-cita kemanusiaan yang tertinggi.[footnoteRef:34] [34:  Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1979), hal. 73] 

Pemahaman tentang HAM juga harus di lakukan dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam kehidupannya, manusia yang selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Sebagaimana di tentukan dalam pasal 1 Universal Declaration of Human Right, bahwa manusia hendaknya bergaul dalam suasana persaudaraan, memberi makan bahwa manusia yang satu harus menghormati dan menghargai manusia yang lain. HAM tidaklah bersifat absolut, artinya kebebasan dan HAM yang satu akan dibatasi oleh kebebasan dan HAM lain.[footnoteRef:35] [35:  Hesti Armiwulan Sochmawardia, Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM (Yogyakarta: GENTA, 2013), hal.51.] 

Dalam pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Kebebasan ini pada dasarnya juga berarti bahwa negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama. Secara filosofis, pengaturan seperti ini tidak sesuai dengan cita-cita penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengaturan mengenai hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 10 ayat (2)[footnoteRef:36] Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini prinsip atas asas utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud, dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan/atau calon isteri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Undang-Undang  Hak Asasi Manusia hanya dipandang dari aspek keperdataan saja. Tidak ada unsur bulan sebagai syarat sahnya perkawinan.  [36:  Pasal 10 ayat (2)  Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak . artinya perinsip utama dilakukan dlama perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak.] 

5. HAM Internasional
Sejarah perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia sudah dimulai sejak abad ke-13, yaitu sejak ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh raja John Lackland. Memang Magna Charta sendiri saat itu hanya sekedar jaminan perlindungan bagi kaum bangsawan dan gereja dan belum merupakan perlindungan hak asasi manusia seperti yang didengungkan saat ini. Namun, dilihat dari segi perjuangannya, momen ini dikatakan sebagai yang pertama dalam sejarah hak-hak asasi manusia.[footnoteRef:37] [37:  Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir, sebuah deklarasi mengenai hak asasi manusia (HAM) disepakati di Paris pada tahun 1948, yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kemudian, Deklarasi ini dipertegas kembali dengan dilahirkannya International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang pengesahannya oleh Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005 dan International Covenant on Economic, Social, and Culture Right (ICESCR) yang pengesahannya dilakukan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.] 

Perjuangan seputar Hak asasi Manusia baru dimulai dengan ditandatanganinya Bill of Right oleh Wilhem III Pada tahun 1689 yang dianggap sebagai kemenangan parlemen atas raja. Perkembangan selanjutnya kemudian lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Locke dan Rousseau. Dasar pemikiran John Locke terkait dikemudian hari dijadikan landasan pengakuan hak asasi manusia. Locke berpendapat bahwa terkait dengan kehidupan bernegara yang merupakan hasil dari teori perjanjian masyarakat maka ada dua instansi yang mempengaruhinya, yaitu:[footnoteRef:38] [38:  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hal. 309.] 

-. 	Pactum Unionis, yang merupakan anggapan bahwa manusia semuanya terlahir merdeka dan sama
-. Pactum Subjectionis, yang menunjukkan adanya hak-hak yang tidak tertinggalkan pada setiap individu, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan
Mengenai perkawinan di singgung dalam pasal 16 DUHAM, menurut pasal ini, pria dan wanita yang sudah dewasa tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perceraian. Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat.[footnoteRef:39] [39:  Di kutip dari https://bh4kt1.wordpress.com/tag/perkawinan-dari-aspek-ham/ tanggal 6 Oktber 2019] 

Menurut DUHAM, keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyaraka, oleh sebab itu hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. 
Sebagai hak yang paling mendasar, Hak asasi manusia mau tidak mau harus diwujudkan secara konkrit, tidak hanya sekedar meratifikasi konvensi-konvensi Hak asasi manusia Internasional, melainkan juga menerapkan hak-hak tersebut ke dalam hukum nasional.[footnoteRef:40] Sebagaimana instrument internasional yang diakui Indonesia sebagai negara anggota perserikatan bangsa-bangsa, Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia harus digabungkan ke dalam hukum positif, walaupun dengan catatan bahwa harus disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Disini pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia agar menjadi norma-norma yang diterima menjadi landasan bagi warga negara dalam kehidupannya. Hak asasi manusia harus diarahkan untuk dapat membangun kehidupan masyarakat. Hak-hak asasi manusia bukan merupakan nilai-nilai dasar umum yang berakar dalam keadaan individu melainkan dikondisikan ke dalam masyarakat. Perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia tidak semata-mata terbatas pada penanaman kesadaran saja melainkan juga upaya-upaya sadar untuk memperbaiki dan mengubah kondisi-kondisi yang merintangi realisasi hak-hak asasi manusia.[footnoteRef:41] [40:  Slamet Marta Wardaya, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung: PT, Rafika Aditama, 2005), hal. 6]  [41:  Mulayana W. Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia. Suatu Pemahaman Kritis (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal. 75] 

6. Budaya Hukum dalam Penegakan HAM
Guna melakukan penegakan HAM Terdapat unsur pendukung lain, yang sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM di era globalisasi, yakni budaya hukum.[footnoteRef:42] Budaya (kultur) hukum merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam rangka penegakan hukum selain struktur substansi hukum. Struktur hukum terkait dengan penegakan hukum, seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan sistem peradilan pidana yang integral. Substansi hukum merupakan produk hukum berupa aturan-aturan yang aktual, norma, dan perilaku dari orang-orang dalam suatu sistem. Sedangkan kultur hukum merupakan prilaku orang terhadap hukum dan sistem hukum iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.[footnoteRef:43] [42:  Ifdhal Kasim, Eddie Riyadi Terre, ed.al., Kebenaran Versus Keadilan, Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu, ELSAM (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2003), hal. 9.]  [43:  Budaya hukum ditandai dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela . lihat: Badaruddin Lopa, Pertumbuhan Demokrasi Penegak Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Jakarta: PT Yarsif Watampone, 1999), hal. 53] 

Oleh karena itu, budaya hukum perlu ditumbuhkan dalam masyarakat, karena tanpa budaya hukum akan mudah terjadi pelanggaran hukum di dalam masyarakat. Peranan penting dalam budaya hukum ialah sebagai penggerak bekerjanya hukum.[footnoteRef:44] [44:  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 77] 

Dalam kaitannya dengan penegakan HAM, budaya hukum merupakan sarana kontrol terhadap aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan HAM. Ini penting artinya, agar aturan-aturan tentang perlindungan HAM yang ada dapat dijalankan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan terlebih lagi di era globalisasi.[footnoteRef:45] [45:  H. Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 57-58] 


7. Pengakuan Oleh Hukum NasionaI[footnoteRef:46] [46:  Teddy Anggoro, Kajian Hukum Masy Arakat Hukum Adat Dan Ham Dalam Llngkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 No.4 Oktober- Desember 2006, hal. 490] 

Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia, sejak pase kemerdekaan sampai saat ini telah mengalami 4 fase pengakuan, Pertama; setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pendiri negara ini telah telah merumuskan dalam konstitusi negara (UUD 1945) mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat. Di dalam UUD 1945 dikatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (zeljbesturende, volksgemeenschappen), seperti marga, desa, dusun dan nagari, hal ini merupakan bentuk pengakuan dari UUD 1945 yang tidak terdapat dalam kontitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD RIS dan UUDS.
Kedua; pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat terjadi pada tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).[footnoteRef:47] Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan nasional dan selaras dengan perundang-undangan diatasnya.' Konsep pengakuan dalam UUPA berbeda dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalam UUPA adalah konsep pengakuan bersyarat.  [47:  Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN Nomor 104, TLN, Nomor 2043.] 

Ketiga; pada awal rezim Orde Baru dilakukan legislasi terhadap beberapa bidang yang terkait erat dengan Masyarakat Hukum Adat dan Hak-haknya atas tanah seperti, Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 11 Tahun 1967[footnoteRef:48] Tentang Pertambangan. Dalam kedua undang-undang ini mengatur pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih ada yang kemudian pada perkembangannya setiap peraturan perundang-undangan yang dilegislasi pada masa Orde Baru selalu mensyaratkan pengakuan apabila memenuhi unsur-unsur: (I) dalam kenyataan masih ada; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan dengan peraturan daerah, konsep ini dikenal dengan nama konsep pengakuan bersyarat berlapis. Yang intinya untuk diakui eksistensinya suatu  [48:  Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, LN Nomor 2, TLN Nomor 2831] 

Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi syarat sosiologis, politis, normatif yuridis dan prosedural (ditetapkan dengan Peraturan Daerah), dengan demikian pengakuan hukum tersebut tidak memberikan kebebasan bagi masyarakat adat melainkan memberikan batasan-batasan.[footnoteRef:49] [49:  Pengakuan hukum terhadap masyarakat Indonesia melalui empat fase. Pertama, setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Kedua, pada tahun 1960 dengan di undangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ketiga, Pada awal rezim Orde baru dilakukan legislasi terhadap beberapa bidang yang terkait erat dengan Masyarakat Hukum Adat dan Hak-haknya atas tanah seperti, Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Pertambangan. Keempat; pasca reformasi UUD 1945 diamandemen, pada amandemen kedua tahun 2000 dihasilkan pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya] 

Keempat; pasca reformasi UUD 1945 diamandemen, pada amandemen kedua tahun 2000 dihasilkan pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Amandemen Kedua', pasal41 Tap. MPR No. XVlI/MPR/I998 Tentang Hak Asasi Manusia II. Piagam HAM 9, pasal 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM 10 dan ketentuan undang-undang lain yang terkait, maka dapat ditarik benang merah bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya pada masa reformasi masih menerapkan pola pengakuan yang sama dengan Orde Baru yaitu pengakuan bersyarat berlapis.[footnoteRef:50] [50:  Ibid., hal. 491] 

Sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum Indonesia menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia.[footnoteRef:51] Berdasarkan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, jaminan perlindungan atas hak asasi manusia ini diberikan tanpa melakukan diskriminasi. [51:  Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Cet. 11, ( Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 128.] 

D. KESIMPULAN
menurut hak asasi manusia juga menyebutkan bahwa dalam pasal 10 bahwa seseorang berhak membina rumah tangga dan memiliki keturunan. Hak asasi manusia juga memberikan Batasan bahwa perkawinan harus sesuai dengan praturan perundang-undangan. Namun ketika dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur maka seserang boleh melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum dan kepercayaan masing-masing. Adat tersebut tidak di katakana bertentangan dengan hak asasi manusia jika tidak membuat kerugian pada masyarakat. Namun akan menjadi pelanggaran hak asasi manusia jika memaksakan kehendak adat yang bisa bertentangan dengan hukum Islam.
E. SARAN
Para tokoh adat atau pemangku adat, apabila membuat aturan sebaiknya memperhatikan akibat dari timbulnya sebuah aturan yang dikatakan melanggar hak seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan
Bagi masyarakat yang apabila merasa haknya dilanggar karena kehadiran adat tersebut sebaiknya dimusyawarahkan dan melaporkan pada pihak yang mempunyai kewenangan.
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